NOMOR: 3

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi V angka 13

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, Perubahan Parsial yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta sehubungan adanya perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Lkeadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor:
902/KEP.13-PIMP.DPRD /2018 tentang Persetujuan
Pimpinan DPRD  Kabupaten  Majalengka  Terhadap
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan
Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka



Mengingat

10.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 28351);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); ‘

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Undang-Undang ...... 3



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693},

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomeor 18), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa Kkali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah ...... 4
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24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161});

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomer 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717};

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Pemerintah ...... 5
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keunangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1744); Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomeor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri ...... 6
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37.

38.

39.

40,

41].

42,

43.

44.

45.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomeor 8 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri EJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2017 Nomor 4}.

Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 8 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 8};

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penyertaan Modal Kepada PDAM Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2018 Nomor 1).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGEKA
dan
BUPATI MAJALENGEA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH XABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat
diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula Rp.2.926.212.367.794,13
b. bertambah/(berkurang) Rp. (88.816.339.293,13)
Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp.2.837.396.028.501,00
2. Belanja
a. semula Rp. 2.957.358.687.495,92
b. bertambah/(berkurang) Rp. 13.268.768.694.,63
jumlah belanja setelah Perubahan Rp.2.970.627.456.190,55
surplus/(defisit) setelah Perubahan Rp. (133.231.427.689,55)

3. Pembiayaan
a. penerimaan

1) semula Rp. 61.146.319.701,79
2) bertambah /{berkurang) Rp. 103.085.107.987.76
jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 164.231.427.689,55
b. pengeluaran
1) semula Rp. 30.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00
jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp.  31.000.000.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 133.231.427.689,55
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri.daﬁ:

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp. 457.012.040.766,46

2) Bertambah/{berkurang) Rp. (9.551.027.613.46)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 447.461.013.153,00

b. Dana perimbangan

1} Semula Rp. 1.736.655.487.000,00
2) Bertambah/{berkurang) Rp. (33.742.356.640,00)
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.1.702.913.130.360,00

c. Lain-lain ...... 8



¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1} Semula Rp. 732.544.840.027,67

2) Bertambah/{berkurang) Rp. (45.522.955.039,67)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 687.021.884.988,00
setelah Perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah
1) Semula Rp. 134.925.172.816,29

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.118.761.598.71
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 136.043.934.415,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 22.999.097.575,00

2} Bertambah/(berkurang) Rp. (4.446.554.747,00}

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 18.552.542.828,00
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 7.623.881.492,45

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (394.867.468,45)

Jumiah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 7.229.014.024,00

vang dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp. 291.463.888.882,72

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.828.366.996,72)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  Rp. 285.635.521.886,00

setelah Perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 91.564.217.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  382.230.000,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 91.946.447.000,00
b. Dana alokasi umum

1} Semula Rp.1.204.397.174.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (34.124.586.640,00}
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 1.170.272.587.360,00

c. Dana alokasi khusus
1) Semula Rp. 440.694.096.000,00

2} Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 440.694.096.000,00

{4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah dari Pemerintah

1) Semula Rp. 130.216.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 131.216.800.000,00

b. Dana Darurat ...... 9



(1)

(2)

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang} Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00
¢. Dana bagi hasil pajak dari provinsi

1) Semula Rp. 126.290.899.027,67

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.268.820.160,33

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp. 145.559.719.188,00

setelah Perubahan

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 315.691.541.000,00
2) Bertambah/(berkurang} Rp. (3.205.644.000,00}
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 312.485.897.000,00

setelah Perubahan
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1} Semula Rp. 160.345.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang} Rp. (62.586.131.200,00)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau Rp. 97.759.468.800,00

pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
a. Belanja tidak langsung
1) Semula Rp. 1.677.870.837.366,01
2) Bertambah/(berkurang} Rp. (36.748.814.938,91)
Jumilah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.641.122.022.427,10

b. Belanja langsung

1) Semula Rp. 1.279.487.850.129,91
2) Bertambah/(berkurang) Rp. _ 50.017.583.633,54
Jumilah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 1.329.505.433.763,45

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1} Semula Rp. 1.196.065.376.675,38

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (33.997.886.268,58)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 1.162.067.490.406,80
b. Belanja bunga

1} Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja hibah

1} Semula Rp. 17.813.800.000,00

2} Bertambah/(berkurang} Rp 413.150.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 18.226.950.000,00



3)

(1)

(2)
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e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp.  400.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan  Rp. 40(0.000.000,00
f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 15.792.427.039,13

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (332.779.314,83)

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 15.459.647.724,30
g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 445.799.233.651,50

2) Bertambah/(berkurang} Rp__(2.831.299.355,50)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 442.967.934.296,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 196.100.884.111,69
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.046.527.732,06
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 200.147.411.843,75

b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 400.538.544.827,82
2} Bertambah/(berkurang}) Rp. 26.534.983.972,20
Jumilah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 427.073.528.800,02

¢. Belanja modal

1] Semula Rp. 682.848.421.190,40

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.436.071.929,28

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 702.284.493.119,68
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 61.146.319.701,79

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 103.085.107.987.76

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 164.231.427.689.55
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 31.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

. a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 60.877.327.701,79
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 103.085.107.987,76
Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 163.962.435.689,55

b. Pencairan ...... 11
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b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
¢. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 268.992.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan piutang setelah Perubahan Rp. 268.992.000,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang} Rp._ 0,00

Jumlah dana cadangan setelah Perubahan Rp. 30.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/{berkurang) _Rp. 1.000.000.000.,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Pembayaran Pokok utang

1} Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.
2.

3.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi SKPD;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara,

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APBD.
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Pasal 7
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Oktober 2018

Pit. BUPATI MAJALENGEKA,
ttd

KARNA SOBAHI
Diundangkan di Majalengka

pada tanggal 25 Oktabel 2018

SEKRETARIS DAERAH -~
KABUPATEN MAJALENGKA,

X

AHMAD SODIKIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (3/199/2018).
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